PUTUSAN
Nomor 1896/Pdt. GF2017/PA Tmk

a— i Gnﬂiﬁle_ug

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
parkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

I umur 54 tahun, agama

islam, pekerjaan Padagang, pendidikan SD, tempat kediaman di
Kp. Panututan RT .01 RW. 01 Kelurahan Tuguraja Kecamatan
Cihideung Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Uun Heriawan, SH., Advokat { Panasehat Hukum
yang berkantor ci Perum Ketabaru Kencana Jl. Bandung Raya
Biok. 2A No. 134 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa
khusus tanggal 12 Desember 2017 yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor 2180/Reg KIZ017/FPA Tmk. tanggal 13
Desember 2017,3ebagai Penggugat;
melawan

I v 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
pendidikan SD, tempat kediaman di dfa. Bp. Acap Heryadi, Kp.
Panututan RT.01 RW. 01 Kelurahan Tugurajz Kecamatan
Cihideung Kota Tasikmalaya, sekarang ftidak diketahui
alamatnya dengan past di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

Halamam 1 dari 15 halaman, Putusan Nomar @ 1896/Pd1.G/2017/PA TmE.
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2017
telah mengajukan gugatan ceral gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Taslkmalaya dangan Nomor

1898/Pdt G/2017/PA. Tmk, tanggal 13 Desember 2017, dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 22 Juni 2000 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, sebagaimana
tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. 1597 80/ VI /2000 tertanggal
22 Juni 2000 ;

2 Bahwa akan tetapi Kutipan Akia Nikah tersebut sekarang tidak diketabui
lagi keberadaannya, dan Penggugat telah mendatangi Kantor Urusan
Agama Kec. Cihideung untuk membuat penggantinya,namun pihak KUA
tersebut hanya berkenan menerbitkan strat keterangan
No.865/Kua. 10.23.05/PW.01/12f 2017 tertanggal 11 Desember 2017, dan
untuk menguatkan surat keterangan tersebut kami mohon majelis untuk
mamanggil pejabat KUA tersebut untuk hadir pada persidangan tersebut ;

3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup
membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kp.Panututan RT.01 / Q1
Kel. Tuguraja Kec.Cihideung Kota Taslkmalaya, dan telah bergaul layaknya
suami istri dalam keadaan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1
(satu) orang anak

4 Bahwa akan tetapi rumah  tangga Penggugat dengan Tergugat yang
semuld rukun namun perkiraan sejak Awal 2005 mulai govah berjalan fidak
harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat
kurang memiliki pengertian dalam membina rumah tangga, Tergugat
kurang membenkan nafkah wajio {(ekonomi) kepada Tergugai telah
menikah fagi tanpa seizin dan tanpa sepengstahuan Penggugat.dengan
seorang perempuan bermama dewi yang berasal dan Kp. Gentong
Pagerageung,tergugat memiliki sifat Temperamental dan Penggugat tidak
dapat menerima keadaan tersebut
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5 Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi pada bulan Mei 2005, sehingga mengakibatkan antara
Penggugat dengan Tergugat berpisab tempat tinggal selama 13 tahun
lamanya

& DBahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga .Penggugat telgh
berusaha untuk bersabar dan meminta bantuan penasehatan kepada
keluarga maupun pihak lain. namun upaya tersebut tidak membuahkan
hasil ;

7 Bahwa Penggugat sebagai seorang istri dengan kejadian yang menimpa
terhadap rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan
lahir batin,yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang
ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik dari Penggugat maupun
dari Tergugatsehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
menialani rumah tangga dengan Tergugat ;

8 Bahwa berdasarkan alasan / Dalil-dall diatas, maka Penggugat rmohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotz Tasikmalayz berkenan
untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang
amamya sebagai berikut -

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat |

2. Menjatuhkan talag satu bain shugre Tergugat |GGG
kepada Penggugat I
I

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Apabiia Majelis Hakim berpendapat lain , mohan putusan yang seadil- adilnya

1

Bahwa pada han sidang yang telah ditetapkan Panggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kota Tasikmalaya sebagaimana
relzas MNamor 1888/Pdt GI2017/PA Tmk tanggal 12 Januart 2018 dan 15
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Februari 2018 vyang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan  patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat  gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat islah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

a. Fotokopl Kartu Tanda Panduduk atas nama_

Tanggal 15-10-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemaerintah Kota
Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olsh Ketua
Maijelis diberi tanda P 1;

h. Foiokopi Register Akta Nikah NMomor 15%/60/I/2000 Tanggal 22 Juni

2000 yang dikeluarkan aleh Kanter Urusan Agama Kecamatan Cipedes
Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan buku Register Akta Nikah yang di bawa aleh
Kepala Kantor Urusan Agama Cipedes Kota Tasikmalaya, yang
ternyata sesuai, |alu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
Petugas KUA : Husha Mustopa, pekerjaan Kepala pada KUA
Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya,
Dalam persidangan, petugas {Kepala) KUA tersebut telah menunjukan
asli buku register akta nikah tahun 2000 dan menyatakan bahwa
Pengqugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
telah sesuai dengan buku Register Akia Nikah buku VYF dengan Nomor
porporasi 2004315 yang ternyata tertera atas nama Penggugat dengan
Tergugat,;

Halaman 4 dari 15 haleman, Putusan Nomor | 1896/Pd.G/ 2017 /PA Tmk.
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B. Saksi:

1, _umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,
tempat kediaman di Buni Nagara Il RT 08 RW 05 Kelurahan
Magarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubiungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat,

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
22 Juni 2000,

- Bahwa, saksi mengetshui antara Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 1 orang angk ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmaonis, akan tetapi kKurang
lebih sejak awal tahun 20058, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut sering dilihat dan didengar langsung ;

- Bahwa saksi mengetahui vang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi natkah kepada
Paenggugat, Tergugat telah manikah lagi tanpa izin dari Penggugat,
dan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga Penggugat
tidak menerima dengan keadaan tersebut,

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak kurang lebih tiga belas tahun lamanya sampai
dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, saat ini Tergugat tidek diketahui dimana keberadaannya,
dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, bak saksi maupun pihak keluarga sudah berusahs

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasi!;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Momor ; 1896,/Pt G720 /PA TmK.
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- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit diperiahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. _ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,
tempat kediaman di Kp. Sangkali RT 02 RW 06. Kelurahan Linggajaya,

Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Penagugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 22 Juni 2000;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa. saksl mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi  perselisihan dan
pertengkaran kurang lebih awal tahun 2005 yang mengakibatkan
antara Panggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang
lebih tiga belas tahun lamanya sampal dengan sekarang dan
selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bersatu lagi,

- Bahwa, perselishan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut sering dilihat dan didengar kangsung;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab parselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat kurang memberi natkeh kepada Penggugat, Tergugat
telab menikah lagi tanpa izin dari Penggugat, dan Tergugat memiliki
sifat fempramental, sehingga Penggugat tidak menerima dengan
keadaan tersebut;

-  Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya,
dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha menoari
keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hatarman § darl 15 halaman, Putusan Nomor @ 1B96/Pdr. G 2017 /PA.TmE.
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- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
mearukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat talah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Sealanjutnya untuk singlatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa meaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalzh
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 12 Desember 2017, yang tefah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomaor
2180/Reg. Kf2017/PA. Tmk. tanggal 13 Desember 2017, ternyaia telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 122 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rt Nomor
& Tahun 1984 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim ielah pula
memerksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, cleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profasional;

Menimbang, babwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, tidak
datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata baehwa tidak
datangnya ity disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Momor : 2896/Pdt. G201 //Pa.TmK.
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat {verstek),

Mepimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan tndang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir divbah
dengan Undang-undang Nomor S0 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum lslam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar hisa
membina ruemah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara ague, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sabagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indenesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatubhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, babwa unfuk membuktikan dalil-dali  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alatl bukti surat P.1, dan P.2, serla dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P 1 {Fotckepi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejaian dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktizn yang sempurma dan mengikat (volfediq en bindende bewijskracht);

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Momor ; 189%/Pdt G 2017 /PATmE.
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Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Register Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegekn dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasat
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewiiskrachf;

Menimbang, babhwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
FPemerintah Nomor @ Tahun 1875, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
istari itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau crang
dekat Pengqugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat {2} Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilast Hukum Islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakia yang sering dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memitiki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum islam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, babwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenal hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilinat dan didengar langsung dan
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relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocck antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut mamenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2

Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan pihak
Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencan keberadaan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 22 Juni 2000 di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;

4, Bahwsa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugst rukun dan
dikaruniai 1 orang anak;

5. Behwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2005
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar,

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena masalah gkonomi, Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi tanpa izin dari
Fenggugat, dan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga
Fenggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut,

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat

dan Tergugat sudah pisah rumah masalah ekonomi, Tergugat kurang

memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi tanpe
izin dari Penggugat, dan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga

Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut dan selama itu pula

keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan

kewajibannya masing-masing sehagaimana {ayaknya suami isteri;
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Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan |agi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menmbang, bahwa berdasarkan fakia-fakla fersebut di atas dapst

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

I

Bzhwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
berfempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmataya,
Bahwa kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di
wilayah Republik Indonesia;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sal,
Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan periengkaran yang terus menerus,
Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecsh {marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertabankan lagi (onhee! baar
tweespaft);
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

mengkanstituir sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota

Halaman 11 dart 15 halaman, Putusan Momor @ 1896/ Pdt G/ 2047/PA Tk,
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Disclaimer

A

Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2), jo.
pasal 73 ayat {1) Undang-undang Momor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Momor 50 Tahun 20039, jo. Pasal 63 ayat
{1} Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat {1) Peraturan
FPemerintah Momor & Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat {1} Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan ksmpetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya,

Bahwa tempat kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan
pasti di wilayah Republik Indongsia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
27 ayat {1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1875, Relaas Panggilan
Tergugat dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media
sebanyzsk 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman
pertama dan keduas, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3
bulan setelah panggilan terakhir;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadl perceralan menurut hukum  dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomar 1
Tahun 1874 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absociut Pengadilan Agama;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudeh tidak rukun dan
talah terjadi perselisihan dan partengkaran yang terus menetus;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tstapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Targugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapal dan mengambil alih
pendapat ghii fikih dalam kitab: Al-lgna juz ! halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

a;iuﬂﬁ’aiﬂiﬂ d,ﬁchjll:ngkljli4h5jh a{ﬁq}f&ﬁ J.idﬂ&t’
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Artinya. "Disaat isti telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuttkan talak {suami) nya dengan lalak
satu,

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi {onfies! baar ftweespalf), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warchmah
sabagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
nada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoeidah Figivah,

GJLMAH h,.lh u.lD P.':Lt Jldalt $ e
“Menolak kerusakan lsbih didahulukan dar pada mengambil kebaikan’

8. Bshwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan higup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakla
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sehagaimana diatur
dalam Pasal 18 huruf {f} Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 118 huruf () Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabutkan;

9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
vang melawan hukum (onrechtmalige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dangan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pernggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, aleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang skan
dijatubkan adatah talak yang kesatu, maka berdasarkan kefentuan Pasal 119

ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan
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Penggugat dengan menjatuhkan tatak satu ba'in sughra dast Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari falak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru:

Menimbang, bahwa karena perkara a gue¢ masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis teiah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hykum Istam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Meniatubkan talak satu ba'in sughro Tergugat _terhadap
Penggug= S,

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 4566.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiat);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masef, bertepatan dengan
tanggal 16 Ramadan 1439 Hijrivah, oleh kami Elis Marliani, $.Ag., M. H. sebagai
Ketua Majelis, Lia Yuliasih, 8.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S H.I. MAg.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang ferbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina
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Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
|

‘. / / // -
i // ///
e //[
00 %
Lia Yuliasih, S.Ag. Eli iani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya,S.H.l.,M.Ag.

Panitera Pengganti

Ervina Qktriani, S.H.
|

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :Rp.  30.000-
2. Proses :Rp.  50.000,-
3. Panggilan Rp. 375.000-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 466.000,-

(empal ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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